
NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KERAENTERJAN I(OPERASJ REPUBLIK JNDONESJA

DAN

f{EMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERL]NDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERG[ PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DALAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KOPERAsl

NOMOR : 12fNKBJM.KOPJ2026

NORTOR : 013"enJKL.01/05/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas,  kBulan  Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (11-

05-2026}j berfempat di Jakarta., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.   FERRYJOKOYUEIANTONO   :   Menferi        K®perasj        Republjk       Indonesia,

befkedudukan   di   Jalan   H.R.   Rasuna   Said
Kaveling 3-4, Kota Admjnistrasi Jakafia Selatan

1294©,    da.lam  `ha-I  `in-i  `bert-inda-k  untu'k  dan  atas

mama Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Berdasarkan     Keputusan     Presiden     Republik

Jndenesja   Nomor  86/P   Tahun  2025   ten fang

Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan

Wakit   Menteri   Ne.gala   Kabinet  Merah   Putih

Peri®de  Tahun   2024-2029,   untuk  selanjutnya

disebut PIHAK KESATU;
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2.    ARIFATUL CHOIRI FAUzl Menteri      Pemberdayaan      Perempuan      dan

Periindtlngan      Anak      ReptlfetEk      lnd®nesfa,

berkedtldukan di  Jalan  Medan  Merdeka  Carat

Nom®F   15,   Keta   AdministFasi   Jakarta   Pusat

10160,  dalam  hal  ini  bertindak  untuk  dan  atas

nama  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan

dan    Perlindungan   Anak    Republik    Indonesia

berdasarkan    Keputusan    Presiden    Republik

Indonesia  Nomor  133/P  Tahun  2024  tentang

Pembenfukan      Kementerian      Negara      dan

Pengangkatan  Menteri  Negara  Kabinet  Merah

Putih      Periode     Tahun      2024-2029,      untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebu± PARA PIHAK

dan  secara  sendiri-sendiri   disebut  PIHAK  terlefeih   dahulu   menerangkan  hal-hal

sebagal berikut:

a.       bahwa   PIHAK   KESATU   merupakan   kementerian   yang   menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan

b.       bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerinfahan     di     bidang     pemberdayaan     perempuan     dan     sufeurusan

pemerintahan  di  bidang  periindungan  anak  yang  tne"pak`an  ]ingkup  uTusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a  dan  huruf b,  PARA

PIHAK telah sepakat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk bekerja sama

dalam me]aksanakan No±a Kesepahaman tentang Sinergj Program Pengarusutamaan

Gender  dan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Penguatan  dan  Pengembangan

Kaperasi untuR sefanjutnya disebut Nota iifesepahaman, dengan keferfuan sebagai
berikut:
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Pasal 1

MAKSUD DAN TUJLJAN

(1 )     Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA P]HAK untuk

melakukan    kerja   sama   Sinergi    Program    Pengarusutamaan    Gencier   dan

Pemberdayaan Perempuan dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi.

(2)     Nota   Kesepahaman   ini  bertujuan   untuk  mengembangkan   kerja  sama  yang
menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK dengan memanfaa±kan sumber daya

yang   dimiliki   ®Ieh   masing-masing   PIHAK   dalam   rangka   Sinergj   Program

Pengarusutamaan  Gen-der dan  Pemberd.ayaan  Perempuan  d-alam  Penguatan

dan Pengembangan Koperasi.

Pasal 2
RUANG L[NGKUP

Ruang lingkup Nofa Kesepahaman ini meliputi:

a.      penyediaan,   pertukaran,   dan   pemanfaatan   data   dan/atau   informasi   PARA

PIHAK;

b.       pembentukan   dan    penguatan    kelembagaan   serta   pengembangan    usaha

koperasi yang inklusif dan responsif gender;

c.      pendampingan,    sosialisasj,    ]iterasj,    dan    disemjnasj   program   di    bjdang

perkaperasian dan bidang per#ndungan dan pemberday-aan perempuan ;
d.       pelatihan    dan    peningkatan    kapasitas    sumber   daya    manusia    di    bidang

perkoperas`ian   yang    dituju-kan    kepada    perempuan    clan   -ke-lompok   rentan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan

perempuan   dan   anak   dengan   mengintegrasikan   perspektif   gender   untuk
memperkuat peran perempuan; dan

e.      pelaksanaan  fasilitasi  pengL]atan  distribusi,  pemasaran,  dan  promosj  preduk

dafam rangka pemberdaysari perempuan me]a]ui koperasi termasuk kaperasi
desa/kelurahan merah putih.
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Pasal 3
PELAKSANAAN

(1)     Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud da[am
Pasal  2 dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja Sama yang  disepakati  oleh  PARA

PIHAK.

(2)     Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan
®Jch pejabat yang djtunjuk oJeh PARA PJJIAKt

(3)    Perjanjian  Kerja  Sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1)  djsusun  dan
difandatangani   paling  lambat  3   (fig.a)  buTan   'sejak  Nota  Kesepahaman   ini

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(4)     Dalam  hal  penyusunan  dan  penandatanganan  Perjanjian  Kerja  Sama  telah
melampaui  bafas waktu  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3),  PARA PIHAK

melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.

{5)    Perjanjjan Kerja sama sebagajmana djmaksud padasyat {1 } tidak fefoafas pada
1   (satu)  Perianjian  Keria  Sama,  PARA  PIHAK  dapat  membuat  beberapa

Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1)    Nota   Kesepahaman   ini   beriarfu   salama   3   (tiga)   tahun   sejak   tanggal
ditandatangani  dan  dapat diperpanjang  atau  diakhiri  alas  persetujuan  tertulis

PARAipiHAK.

(2)     Perpanjangan   Nota   Kesepahaman   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dilakukan   paling   lambat  3   (tiga)   bulan   sebelum   tanggal   berakhirnya   Nota

Kesepahaman.

(3)    Dalam hat salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhjri Nota Kesepahaman
ini sebelum jangka waTh] sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berakhiT., PIHAK

dimaksud  harus  menyampaikan   pemberitahuan  tertulis  kepada  PIHAK  lain

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
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Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan teFhadap pelaksanaan Ncta Kesepahaman irti beFsumbeF dart anggaran

masing-masing  PIHAK sesuai  dengan tugas dan fungsi  dan/atau  sumber lain yang

sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PE NYELESAIAN PERSELISJHAN

Dalam hal ferjadi perfoedaan penafsiran atau pendapat dan/atau permasalahan yang

timbul  dalam  pelaksanaan  Nota  Kesepahaman  ini  akan  diselesaikan  oleh  PARA

PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PasaJ 7
ADENDUM

Perubahan   ketentuan   dalam   Nota   Kesepahaman   ini   ditetapkan   dalam   bentuk

adendum   yang   disepakati   oleh   PARA   PIHAK   yang   merupakan   bagian   tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasa] 8
KORESPONDENSI

(1)     Setiap   pemberitahuan,   komunikasi,   atau   korespondensi   lain   antara   PARA

PIHAK  dapat  disampaikan  secara  tertulis  dan  dianggap  telah  diterima  jika

dikirimkan secara Jangsung atau dengan surat tercatat dan djserfai dengan fanda

terima atau surat elektronik ke alamat sebagat berikut:

a.      PIHAKKESATU

Pejabat penghubung    :   Kepala Biro Hukum dan  Kerja Sama, Sekretariat

Kementerian Koperasi

Alamat :   Jalan   H.R.   Rasuna   Said   Kaveling   3-4,   Kota

Administrasi Jakarta Selatan
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Nomor Telepon

Stlrat Elek±ronjk

b.      PIHAKKEDUA

Pejabat Penghubung

Alamai

Nomor Te]epon

Surat E]ektronik

:   (021) 1500587

:   birohke@kep.g®.id

:   Kepala Biro Hukum dan  Kerja Sama,  Sekretariat

Kementerian    Pemberdayaan    Perempuan   dan

Perlindungan Anak

:   Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor  15,  Kota

Administrasi Jakarta Ptlsat

:   (021)3813351

:   kerjasama@kemenpppa.go.id

(2)    Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1),   PIHAK   yang   mengalami   perubahan   data   korespondensi   harus

memberifahukan perubahan tei.sebut secara terfulis kepada PIHAK Jajn.

Fas.a] 9
KEADAAN KAHAR

Dalam  hal terjadi  keadaan kahar yang dapat mengganggu  kelancaran pelaksanaan

Nofa Kesepahaman jnj, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat

yang   se[anjuthya   dituangkan   dalam   adendtlm   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUAsl

(1)     Pemantauan  dan  evaluasj  Nota  Kesepahaman  inj  diJakukan  paling  sedjkjt  1

(safu) fall dalam 1  (satu) fahun .dan sewaktu-waktu apabila diper]ukan sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

(2)     Pemantauan  dan  evaluasi  Nota  Kesepahaman  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1 ) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA

PIHAK.
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(3)     Hasil   pemantauan   dan   evaluasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
disampajkan  ®leh  ca]ah  -satu  PIHAK kepada  PIllAK  lajnnya  dan/afau  PARA

PIHAK untuk disunckan sebagal hahan peTtimhangan perencanaan keTja sama

selanjutnya.

Pasal 11

PENUTUP

(1)    Ncta Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli,  bermeferai ctlkup,
masing-in.asing sama narasinya, -dan mempuTiyai kefuafan hufum yang sama

bagi PARA PIHAK.

(2)     Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
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